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ABSTRAK 
 

Pemeriksaan setempat (descente) merupakan salah satu upaya hakim dalam 
memperoleh kejelasan terhadap objek sengketa dalam perkara perdata. Melalui 
penelitian yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) 
Sebagai Pertimbangan Hakim” ini akan menjabarkan bagaimana kedudukan dan 
kekuatan pembuktiannya bagi hakim dalam memutus perkara perdata. Meskipun 
pemeriksaan setempat tidak termasuk dalam alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 
KUHPer, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg, pemeriksaan setempat tetap memiliki 
peran penting dalam membantu hakim memahami kondisi nyata objek yang 
disengketakan. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan 
kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara perdata.   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum 
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan berasal dari 
peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum terkait pembuktian dan 
pemeriksaan setempat.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan setempat memiliki kedudukan 
penting dalam sistem pembuktian perkara perdata, melibatkan objek tidak bergerak 
maupun yang bergerak. Pemeriksaan setempat dapat memperjelas alat bukti lain yang 
termuat dalam Pasal 1866 KUHPer, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg. Meskipun 
pemeriksaan setempat telah diatur dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang 
Pemeriksaan Setempat, namun tidak dijabarkan secara eksplisit bagi perkara perdata 
yang lain. Sehingga, dalam praktiknya kekuatan pembuktian yang menggunakan 
pemeriksaan setempat ini bersifat bebas, sehingga penggunaannya bergantung pada 
keyakinan hakim. Meskipun dalam praktiknya saat ini mengenai perkara yang 
mengandung sengketa dengan objek benda tidak bergerak wajib dilakukan di 
pengadilan tingkat pertama. 

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum acara perdata, 
khususnya terkait pemeriksaan setempat. Penelitian ini juga memberikan arahan agar 
dibuatkan regulasi yang lebih spesifik mengenai penerapan pemeriksaan setempat 
dalam pembuktian hukum acara perdata, sehingga praktisi maupun akademisi dapat 
menerapkan dan memahami secara baik kedudukan pemeriksaan setempat di dalam 
lingkup hukum acara perdata.  
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